SURAT PERJANJIAN HAK DAN KEWAJIBAN

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Pada hari ini ……… tanggal …………  2016 menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama



: Hj.WINARTI

Jabatan



: Direktur Utama PT. TISAGA MULTAZAM  UTAMA

Alamat Kantor


: Ruko Cempaka Mas Blok i/7 Jl. Let. Jend. Soeprapto



  

 

  Jakarta Pusat 10640

Bertindak dan atas nama PT. TISAGA MULTAZAM UTAMA  . Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama 




: ………………..

Alamat
: ………………..

Bertindak dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut Jamaah Haji Plus dari PT. TISAGA MULTAZAM UTAMA atau disebut juga sebagai: PIHAK KEDUA
Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Hak dan Kewajiban berkaitan dengan Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :
PASAL 1

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama adalah Perusahaan penyedia jasa Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang telah terdaftar di Kementrian Agama Republik Indonesia.

2. Pihak kedua adalah Jamaah haji khusus yang akan berangkat melalui PT. TISAGA MULTAZAM UTAMA
PASAL 2

KEWAJIBAN  DAN HAK

1. Pihak pertama bertanggung jawab atas keberangkatan dan kepulangan pihak kedua 

2. Pihak pertama berkewajiban untuk mengurus  pendaftaran mulai dari proses SPPH sampai BPS untuk mendapatkan NO.PORSI haji khusus

3. Pihak Pertama berkewajiban memberikan hak dan fasilitas jamaah sesuai dengan paket yang telah di pilih pihak kedua meliputi akomodasi perjalanan Ibadah Haji seperti perlengkapan perjalanan, manasik haji, tiket pesawat pp, hotel. makan,bus.

4. Pihak pertama dalam hal memperoleh pembagian porsi dari Kementrian Agama kurang dari 45 jamaah maka akan menggabungkan keberangkatan pada penyelenggara lain.
5. Pihak pertama dalam hal kelebihan pembagian porsi dari Kementrian Agama melebihi 225 jamaah maka akan melakukan pelimpahan kepada penyelenggara lain 

6. Pihak kedua bersedia memberikan data persyaratan untuk mendaftar haji kepada pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku di Kementrian Agama

7. Pihak kedua berkewajiban membayar setoran awal untuk mendaftar  perjalanan ibadah haji khusus kepada pihak pertama sesuai ketentuan.
8. Pihak kedua yang telah terdaftar sebagai jamaah haji pihak pertama setelah mendapat no porsi haji dari SISKOHAT bersedia menunggu sesuai dengan urutan pendaftaran pada tahun porsi berjalan yang ditetapkan Kementrian Agama

9. Pihak kedua wajib membayar biaya pelunasan kepada pihak pertama setelah masuk porsi tahun berjalan, sesuai dengan harga yang di tetapakan pemerintah dalam hal jumlah kisaran biaya pelunasan haji khusus (harga yang diberikan saat mendaftar tidak mengikat)

10. Pihak kedua apabila membatalkan/pindah Pin rencana perjalanan kepada pihak pertama akan di kenakan biaya administrasi sesuai dalam brosur.
11. Pihak kedua sebagai jamaah haji khusus memiliki hak apabila di rugikan pihak pertama dalam hal terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya, bisa melaporkan ke Kementrian Agama.

12. Pihak kedua bersedia dan setuju pada ayat (7) dan ayat (8) di buktikan dengan surat persetujuan dan di laporkan kepada Kementrian Agama.
13. Pihak kedua dalam hal ini tidak menyetujui penggabungan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.

PASAL 3

PILIHAN HUKUM
Perjanjian ini dilaksanakan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
PASAL 4

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi perselisihan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

2. Bila tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui pengadilan negeri.
3. Sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak dengan ini memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

PASAL 5

LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, dapat diatur dalam perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan berkekuatan hukum sama.

Dengan perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran terhadap semua konsekuensi hukum bagi perjanjian ini dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,


2016
PIHAK PERTAMA







PIHAK KEDUA

PT. TISAGA MULTAZAM UTAMA

Hj.WINARTI
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